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ABSTRAK

Meningkatnya kegiatan jual beli di masa pandemi COVID-19 menjadikan
industri jasa pengiriman barang justru meningkat pesat. pelaku usaha jasa pengiriman
barang kebanyakan mencantumkan klausula baku yang dituliskan dalam lembar bukti
pengiriman paket sebagai syarat dan ketentuan pengiriman yang diantaranya memuat
pengalihan tanggung jawab kepada konsumen. Adanya ketentuan yang ditetapkan
secara sepihak dalam klausula baku tersebut tentunya akan mempengaruhi perlindungan
konsumen akan hak-haknya.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana
kedudukan hukum klausula eksonerasi yang tercantum pada perjanjian jasa pengiriman
barangditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.dan Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap adanya klausula
eksonerasi yang tercantum pada perjanjian jasa pengiriman barang ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif yang
bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang dianalisis
dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan hukum klausula eksonerasi ini
ada diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen walaupun tidak disebutkan secara tegas kata
“eksonerasi” didalamnya dan Walaupun perjanjian jasa pengiriman barang yang
memuat klausula eksonerasi dilihat dari sisi keabsahannya adalah sah dan mengikat para
pihak selama para pihak menyatakan persetujuannya terhadap perjanjian tersebut,
namun konsumen masih dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan
demi hukum perjanjian tersebut. konsumen dapat pula mengadukan gugatan diluar
pengadilan yaitu Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata Kunci: jasa pengiriman barang, klausula eksonerasi, perlindungan konsumen.

ABSTRACK
The increase in buying and selling activities during the COVID-19 pandemic
has made the goods delivery service industry increase rapidly. Most of the goods
delivery service business actors include standard clauses that are written in the package
delivery proof sheet as the terms and conditions of delivery which include the transfer
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of responsibility to the consumer. The existence of provisions set unilaterally in the
standard clause will certainly affect the protection of consumers for their rights.

This study focuses on two problem formulations, namely how the legal position
of the exoneration clause contained in the goods delivery service agreement is reviewed
from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. from Law Number 8 of
1999 concerning Consumer Protection.

This research is a normative research with a descriptive qualitative approach
and uses secondary data collection techniques that are analyzed by qualitative analysis
methods.

The results of the study state that the legal position of this exoneration clause is
regulated in Article 18 Paragraph (1) letter a of Law Number 8 of 1999 concerning
Consumer Protection although it is not explicitly stated the word "exoneration” in it and
although the goods delivery service agreement contains an exoneration clause seen
from the side of its validity, it is legal and binding on the parties as long as the parties
express their agreement to the agreement, but consumers can still request the District
Court to cancel the agreement by law. consumers can also file a lawsuit outside the
court, namely the Consumer Dispute Protection Agency (BPSK).
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